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bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerch merupakan bagian -
deri dan bertitik tolak kepada pembangunan Nasiona}, sehing
g< dipandang perlu ditetapkan smatu Pola Dasar Pembangunan
Duersh yang merupakan pelaksanaen Ketetapan Majelis Permu-
syawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Be

sor Hzluan Negara ;

bzbwa untuk memberikan landasan hukum bagi Pola Dasar Pom-
bazngunan di Daerah tersebut sesuai dengan Surat Hdaran Men
teri Dalam Negeri Nomor 050/2104/Bengda tanggal 15 Nopembor
1983 tentang Pedoman Penyusunan Fola Dasar Pembangunan di

Duersh Tingkat II, dipandang porlu untuk menuangkan Pola e
s»r Pombangunan Dasrah yang memu:{ berbagai sektor dengen

memperhatikan kondisi, potensi din karakteristik serta ke
dudukannya sebagai Pusat Pembangunan Utama C, dengan suatu

Poraturan Daerah.

Undeng-undang Nomor 5 tahun 1974 tuntang Pokok=pokok Peme
rintahan 4i Daerah ;

Undang=undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Dae
roh Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jzwe
Tengah/Jawa Barat dan Dacrah Istimewsz Yogyakarta juncto
Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;

Feraturan Pemerintah Nomor 5 tuhun 1975 tentang Pengurusan,

Pertongeungjawaban dan Pengawzsin Kouangan Daerah H



4o Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 teontang Carz Fenyu-
sunan inggaran Pendapaten dan Bolanja Daorah dan Penyusunan
Porhitungan lAnggaran Pondapatan dan Belanja Dacrah

5« Keputusan Presiden Nomor 5 tThun 1975 tentang Cars Fengawas
an Umum atas Jalannya Femorintahan di Daerah dan Peloksannan
Tugas Departemen Dalam Nogeri ;

6. Stadsvorming Ordonantio Stooisblad 1948 Nomor 168, 23 Juli
1948

T« Stadsvorming Verordening St:atsblad 1949 Nomor 40 3

8. Feraturan Menteri Dalam Nagori Fomor 4 tahun 1980 $antong
Pedoman Ponyusunan Rencnni Kota ;

9. Peraturan Dacrah Kotamadyo Dagrah Tingkat IT Sursbays Nomor
23 tahun 1978 tentang Mzoster Plan Sursbaya 2000

10+ Peraturan Paorah Kotamsdya Doorch Tingkat II Surasbsya Nomor
6 tabun 1982 tentang Struktur Organisaepi dan Tata Korja Ba
dan Perencanaan Pambangunan Dac¢rah Kotamadys Doerah Tingkat
IT Svrabayas

Dangan Porsetujusn Dewan Perwakilan Rakyat Deersh Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya,

MEMUTUSKAN
Menetapkan ¢ PERVTURAN DABRAH Kotamadys Drorch Tingkat II Sursbays tentang

Pola Dasar Pombangunan Daerah Kotamcdys Deerah
Tingkat IT Surcbaye tahun 1984/1985 - 1588/1989,

BB I
KETRNTUAN MM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iri y-ng dimaksud dengan istilah
as Pamorintah Dmerzb, ialah Pemcrintuh ¥otamadya Daorah Tingkat
IT Surabaya 3

be Kepala Daerah, ialah Walikot=m>dys Kepala Daerah Tingkst IT
Surabaya

Ce Dewan Perwakilan Rakyat Doorahy inlah Dewan Perwakilsn Rakyat
Daerah Kotamadya Dasrah Tingket II Surabaya

de Daerah, ialah Kotamadya Doernh Tingkat IT1 Surabays
os Wilayah Dacrah, balah Wiloyah Kotamadya Daerah Tingkat II Su
rabaya



Ts Pola Dasar Pembangunan Daerah, i:lah Pola Dasar Pembangunan
di Daerah Kotamadya Daerazh Tingkat IT Surabaya.

BB IT
POLA DASAR PEMBANGUNAN ILERAH
Pasal 2

Dengun Peraturan Yaerah ini ditetipkon Pola Dasar Pembangunan di
Deerzh yong merupakan landasan rencanhs pembanguonan kots yang me =
mw.t kebijaksanaan kebijaksanazn dalswm perencanaan pembangunan kota
Sursbaya dengan ketentuan ketentucn sebagal berilmt @

i.e Marupakan kerangka rembangun:m diberbagai macam sekior di Wila
yih Kotamadyn Daerah Tingkat II Sur~baya yang memberik-n petun
Juk potunjuk dasar pelaksanscmnys

b. Merupakan kesatuan prineip prinsip pembangunan dan petunjuk po
tunjuk kebijaksanaan yang harus ditoati oleh aparat Pemarintah

Duerah maupun masyarakat ;

ce Bentuk penyajian berupa Pola Dossr Pembangunan di Daerzh sebagai
mana dinyatakan dalam Lampiren Persturan Daerab ini.

Pasal 3

rola Dasar Pembangunan Daerah adalch merupakan Lampiran yang ti-
dak dapat dipisahkan dengan Pernturan Daersh ini,

rasal 4

relus Dasar Pembangunan Daerah meliputi s

e BB I ¢+ PENDAHULUAN, terdiri dari
1. Tengertizn i
2. Kedudukon ;
3+ Pungsi ;
4. Sifat/karakteristik ;
5« Ruang lingkup ;
6. Susunan Pola Dosir Pembangunan Daerch

be BiB II t POLA UMUM PEMB.NGUN.LN DABRAH JuNGKA PANJ.NG, ter
diri dari @
1o Fendahulucn ;
2. Xondisi den Totencsi Wilayah ;
3. Majuan Pembangun:zn Daerah
4. Arah Pembznzunan Jangka Tanjang ;
5« Catatan Desar.
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o, BB III : POLA UMUM PEMB.NGUNAN LIMA TAHUN/TELIT: IV
DAERAH, terdiri dari s
1. Tendahuluzn ;
2« Tujuan ;
3» Prioritas rembsngunan Dasrah
4. Arzh dan Kebijskssnaan Pembangunan
5. Kobijaksan...i: Spatial ;
6. Sasaran Pembongunan Scktoral
Te Strategi Pombocyzan.

de BB IV ¢ PENUTGP, terdiri dori @
1. felaksanaan ;
2. Parayaratan.

Pasal 5

(1) Polr Dasar Pombangunan Dacrah merup.kan suatu fola rembangunsn
di seluruh Wilayah Dacrah dalam guris goris besar yang ditetsp
ken untuk melaksanakan Garis garis Desar Haluan Negera 3

(2) Matcri Pola Yasar Pembangunan Demerch meliputi dasar scluruh ren
cunz kogintan pembangunan begi semu: instansi di Wilayah Doorah
baik instansi Pemerintah Daerah muupun Instansi Vertikal yang
disusun sccara keordinatif atas drsqr prinsip penyelerasan don

porunjshgan 3

(3) Pelaksanaan lebih lanjut Pola Uassr Pembangunan Decrah dibunt
berups RENCANA PELITA IV Daerah yung ditetapkan dengan Keputus
an Kepala Iaorah ;

(4) Ponotopan Keputusan Kopala Daerzh sebngaimena dimaksud pada =
ayat (3) pasal ini borpedoman pad: RENCAN. FELITA IV Nasioncd
d-n Regional ;

(5) Dalam menctapkan RENCANA PELITA IV Dsorsh sebagaimana dimsksud
podz syat (3) pasal ini, Kepala Dserzh meminta pendapat don

pertimbangan lebih dahulu dari rimpinzn Dewan Perwakilan Rokyat
Duarahs.

BAB ITI
KBTENTUAN FPENUTUR
Pasal 6

Hal hal yung belum diatur dalam Perciuran Daerah ini, aksn distur
lebih lonjut oleh Kepala Daerah.
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rasal 7

Tor.turin “herah ini mulad berdoku poda tanggal diundangkan,

Sur by, 28 Juli 1984

TN PAMLEKILAN RIKYAT DaERAH MALIKOTAM.. DYA KEPALA DHMBR.H
KOTIMATY 4 DUERAH TINGKAT IX SURABAYA PINGEK.T TI SURABAYA
Kotua,
+d ttd
STANY SOEBAKIR dre POERNOMO KASIDI

Discohken dongan Keputusan Gubernur Kepula Iaorah Tingkat I Jows
Mmur t.nggal 4 Juli 1985 Yomor 237/¢ 4 :hun 1985.
Asne GUBERNUR KTrAL:. DGERAH TINGKAT I

Jad. TIMUR
asiston I Sckretaris Wilayah/Maerszh

ttd

]}I‘Sc 30 IL3PTO
Iw:l.p.010030249.

Diundangkan dilam Lembaran Dacroh Kot-modyn Daerah Tingkat XX Surs
bays, Sori C tanggal 24 Jull 1985 Nomor 5/C.

den. WMALIKOTAMATVA KBPALL D.BRE
TINGKAT IT SURB.YA
Sekrotaris Wilayah/Yaerch

ttd

Drse SO'@J].GYO KARTOSURIRO
Nlp. 010 015 779.“

Salinan sosuai dengan aslinya
m3ekretiris Kotamadya/Jaerah
g Tinckat YI Surabaya
) - B Wb
AR 1’\-;1(«11 Huloum,

i
;

e R.OLI NOCRBAMBANG, SH
100 510026;08.



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAER.H KOTAMATYA DABRAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 1984
TENTANG
POLA DiSul DHMEANCUNAN DABRAH KOTAN.IY.) D.ERAH
TINGK..T II SURBAY. THUN 1984/1985 - 1688,/1989

T. TENJELASAN UMUM

Ca

¥askoh Feraturcn Dacrah ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian
yang morupak:a pnessl pasal Peraturan Daerah dn moateri Pola Dasar yong
merupakin lampiran,.

rela Dasar rembingunan di Daerazh dibuat dengan mrksud untuk dijadikan
dasar dan landas:n didalam menyusun program program pembangunan di dac
rah untuk kurun wokitu lima tahun yang akan dot-ng, yokni tahun 1984/
1985 sampai t:hun 1988/1989 yang disobut dongen Pombungunan Lima Tahun
Tahap Kaampata

3ebagai Pola Iasar yang memuat landasan filosofis dari pada pombangun
an Surabaya, maks londasan konsepsionilnya adalah Garis garis Besar -
Hzluan l"‘c-:gm'a d:1l:m Ketotapan Majelis Permusyawarstan Rakyat Republik
Indcnesia Nomor II/I'-IFR/1983. Tlengan demikizn Pels Uzsar ini berfungsi

sebagai Garis g ris Desar Haluan Yembangunan di Terah.

7ola dasar Pembunsunon ini bersumber pokek padr ketentuan ketentuan Ke
putusan Tresiden Nomor 27 tahun 1980 tenting “embentukan Badan Peren-
canaan Pembongunsn Dserah, Keputusan Menteri Delem Negeri Nomor 185 ta
hun 1980 tent.ng Struktur Organieasi dan Tata Kerja Dadan Perencanaan
Pembangunan Dzerch Tingkat I dan Tingkat IT dan reraturan “aerah Keto
madya Daerah Tingkst IT Surabaya Nomor 6 tabhun 1982 tentang Struktur
Organisasi dan T-ta Kerja Dadan Derencanaan rembansunan Daerah Kotama
dyva Dacrah Tingkat IT Surabays yeng menyatak:n bahwa untuk menyeleng=
garakan fungsinys, BATTEDY mempunyai tugas merumusk-n dan monyusun

10la Dasar Pembonsunsn di Daerah

vola asar ini merupakan Yagar Fembangunan Teiernh, dengan suatu penger
tian bahwa Jfemb.ngun:n di Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan
di DTaerah yang moncakup ruang lingkup sektoral don regional yong som
ling menunjawng den melengkapi seria dimanfaatksn clch mamyarakat di
~aerahe

Pembapgunan di Duerch dalam hubungan ini meliputi kegiatan pembangunan
yang diselengporcdan di faerah, tanpa mempersoolkin sember dari pada

dukungan pembeay o, dengan demikian meliputi ¢

1) Kegiatan pemb-npunan yang dibeayai dari .inggaoron Pendapatan dan Be

lanja Dacrah §



2} Laginiam pembangunan yarg ditorgani oleh swesia murni

3) Leziatan pembexgunzn yong beruge pertisipasi masyzrakat berupa kegotong

TOFONIE.

Dusar renggunaen sebuian "Pembanguren d Daerah" pada hakekainya juga sesu

ai dorzen sebuian dalam Undang-undzanz Tomer 5 tahunh 1974 tcxnizrg Fokok-po-—
b= = (=1

kok Pemerintzhan di Dasrah yang gsecore luzs mencalup d dalsomnye zspekesse
Fel

3ele Deseniralisasi / Otonomi
1,2« Tugzs Pembaniuan, dsn

3a3e Dekonsentrasi.
Atzs dager alasan tersebut maka unitek Fole Degar ind éigenclan sebutan Pow

la Descr Pembangunzan Daerah .

ds Pola Deszr Pembengunan Daerah ini mencerminkan espirasi mesyaraksi Sura
taye dzlzm mendulung pembangunar Ilzsionzl, karens itu pule watsl dan warna
yang dimiliki ocleh Pembzngunan Hasicnal, mengenal faktor yang berpengaruh-
didalam Pola Dasar ird digzmberkan ciri-ciri khusts Surasbeya yang memberi

kan pengaruh dan perlu diperhitungken didzlam perencenzan pemianginah.

Faktor-faktor fersebnt adelzh :
1) Tingkat pertambahan penduduk yeng relziif tinggi ;

2) Adanya keterbelakemgen, rendzhrya pendidikan dan kemiskinen yang mesih e
mili¥i oleh sebagian rakyat Daerah yang dikensl dengen kelompok masyara
kal yang berpenghasilan rendsh yakni Fefeni (ftermzsuk buruh tani), Nélazyan
{termzsuk penmdega), Peternak {fermacuk penggaduh) dan Pengrajin, yziitu me—
reks yang ‘tergolong kelompok produsen traddzsiond]l pade vomummya,

3) Hakin sempitnya pemiliken tanzh dari pade petani penggerap ;
4) Kondizi fisik dan lingkurgan hidup Daerah yang berbeda~beda

Gembaran tentang adanya faktor-fakior yang berpengarub seperii tersebut dimue
ka memberikzn kovsekwensi babwz meskipun tujuan akhir pembangunan Nesional @i
seluruh wilayah Indonmesia pada hakekeinya szma, yaitu mewejudkan masyarzkat -
adil den makmur materiil dan spirituil dengan landzsan Pencasila, nemun peha-
nganammys dimasing-masing Deerah dapat berlazinan tergantung pede kondisi Dae
rah yang bersamgkunian, demikian pula dikote Surabayz.

Rekhusvsan demikian merupakan juga salah szim alasan, bahwa Pola Dessr Pember
ngunan Ieeral  perlu disusun sebagzi pemnjang dan tidak menyimpzng maupbmn-
bertentangan dengan Garis—garis Besar Heoluem Negara, dimana harus selaln & -
ingat behwe dalaw arti strategis dan filosofis komsepsionil tidak dapat lainpe
kecu2li berlandaskan pokok pada (aris Besar Baluan Negara yang telah merupa —
kan ketetapam yang bersifat Fasional,



Ea

ispek hulam yang menyanglut Peraturan Deerah imi dikembzliven kepada be
werazpa ketentuan dan persturan sebagai landasan hukumnya yaitu antara =
lzin d=lem Eetetapan Majelis Permusyowaratan Rakyat Republik Indeonesia—
Tamor IL/APR/1983, Undasg-undang Homor § $ahun 1974, Kepuinsan Fresiden
fiomor 11 tabun 1974 dan Kepuitusan Presiden Nomor 15 tahun 1974 _
Zzlam hubungar ini beberapa daser hilom sehubungan dengen wewenang, tu—
525 dar kewejitan mesing-masing sparat Pemsrinitab Paergh  yohg berkas

iton langsung atzu tidak lengsung dergen pengaturan maieri Fols Dasar -

Famzanguman ITaspah  sebagal beriimt o

ad
iJ

Ny
L

y

Afas dasar xetentuan pazal 84 ayat (2) junetc passl 30 Underg-undeng

" & o I 5 T w2 - e s

--&mer 5 santyy 1B7L. Ilspala Iohsval de¥gem tersetuluen Deusn Peruyzidl-
- B : “am o -y i -] < 3

an Raiyal Zaerayy, wmenstapian angraray Faudapadan dan Salaznja Daerabe

. 5 -

an bertuk Faraiuran Lserah

L'

Daizm penjelagan pasal &f Unianmg-undang Nemer 5 daium 1574 Gienyata -
ran gniara lain bahwe inggaran Fongzpsian dan Zelanja erch memberi
h Femerintah Daerah umbirya dan Xew

}i

isi den arti xevada fengmunz lou

pala Jaersh khustusnys, kerena .imgzaren Pendapatan dan Belarja Daerah

menggambarkan seluruh kebijziigaraar Femerinteh Dzerzh, yzng menurwie

szsel 1] Undewg-undang Nomer 5 tabun 1974 terdiri deri Kepala Daerah
Sauan Pervekilan Rakyat Dzerah 3

Selmma im pengiapan ingrorszn Fendzpalar dan Belanjz Daerzh &idesar—
iran kepada Xkebi jaksanaan Pemerinish Daerah delam setizp fadun anggar
Zn pemtanginan ssbagei bagian dari suatu Angzaran Pendzpatan dan See

lanje Daerah didasapkan Xepzdz kabi jaksanzan Pemeriniak Doersh

Selamz ini puia belum pernah dimililkd suaéu Pola Sembangunan Regio -
n.?.l/ Zzerzb yang ditusngken dalzm suatu produk hukum seringse kebhi -
Jeitsanzasn Pemerintzh Daerab delam menyelenggerakan Pembenguinan Jae =

roh sebagainmanes setiap iahun deriuang delam Angraran Terdapzian dare—

Selznja Daerzh sonantiasa hanyz dideearken kepads landasan Umum Peme

comzuner Hagionszl

€z diwilaysh Ieeral, sebzgzzima=-

i

Idlein rihak Instansi Vertilial yawg
na pulz 3 Deerah lainnyz merupakan gpersi peleksena Pererintab Pusat
tera laim yang dzlam rangka pexnyelehgzarean Fembenguncn Nasional -
& Deerahe Instanzi-insiensi ind didslam perencanszernye mengenzi Bie
dang~ai dang pemiangunan Masional &1 Surakare jugs didsserken rada su
&tu rola Pemtangaman yang bersifad wim dan Nasiomal raidu Hgpuius

Presiden Repudlik Indonesia lomor 17 takurn 1974 yang & jebarksn seca

ra regionsl

Kedua kcmponen yeiiu Pemerintali Daerak berilmut apersivrmya dan Instan
si vertikal 4i Deerah memwrut Undang-undang Nomor 5 izimm 1975 mert~

pakan aparat Pemerintah di Deerzh dan sams~sams berzde dibewah koor—

dinasi dan pengawasan Kepala Wilayah, Hepgenasi hal ini dapat diperha

tikan pasal 81 huruf o dan e, serta pesal 85 Undang-undeng Homor 5 --

tabun 1974 ;



7) Apebila kehbi jaksanaan Pewbangunan Pemerintah Pusat dalem menyelenggarakane

&)

9

10)

11)

Pembangunan Fasional, didasarkan kepada Pola Pembangupan yang ditetapkan —
setiap kali untuk wakiu 5 talun sebageimana ditetapken dalam Keputusan Pre
siden Republik Indomesia Nomor 11 tahtm 1974 yang didasarkan kepada Polz =~
FTembapginar Lima Tebun yang ditetapkan dalam Keietapan Hajelis Permusyawe-
atan dzkyat Republik Indonesiz Nomor II/iPR/1983, maka keld jaksarnoan Pese
bangunan Femerintah Daerah seyogyanye pula didasarkan kepada Polz Pembangu n
an Hegional yang diteta pkan setiap kali uniuk wakiu lima tahmumn ;

H

Memurut Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1974 Bagian 1 Bab III, 3idang
Pempangunon, bzb 20 ditetankan antarzs lain sebagai berikut @

3. Delem Garis—garis Besar Hzluwan Negerz diteiapken bahwa univk menjamin =
agar Pembangunan Nasional dapat berjzalan dengan serasi perlu diusahakan
keselarasan antara Pembangunan sektoral, dan pembangunan regional (Do
rah) ;

be Dalam FELITA IV disamping usahe memingkatken pembangunan sektor-sektor
yang masing-masing berlangsung diberbagzi Daerzh, harns pula ditingkat-
kan pembangunan daerah-daerah yang masing-masing mencakup berbagei Sek-
tor ;

ce Karenz pelaksanaan progrzm Pembangunan Nesional beradz di Iaerab-daerah,
maka rencana Pembangunan Daerah merupakan bagian dari kerangkz Umum Pola
Pembangunan Nasional, karena itu landasan dar tujuan yang terdzpat dida
lam rencana Pembangunen Nasional dan Deerah iidak boleh saling bperten -

tangen tetapi harus menanjang ;

Berdaserkan keleniuan tersebut dalam argkz 8 dimuks jelas bahmwa dinerivkan
adenya koordinesi dalam rangka pemetapan kehi jaksanaan Pembengeonszn  Tiag =
rah anizra Pemerintah Daerah berikut aperatnya dan Insiensi vertiksl @i Da
erah yazng dalam hal ini sesnai dengan keientuan-keientuan tersebut éalam =

uraian angha € dimuka menjadi dugos Kepele Wilayah ;

tas dasar kenyataan sebagaimana diurzilen padz angka 4, bzhwa sampal se -
karang di Surzoaya belum perrah diaiur dasar bukum terhadap Pela Desar Pem
barguran Dezerzh yang menjadi landasan kebi jeksanazn Fembangunen Temerintah
Dzerah pada setiap keli menefapkan Angzaran Pendapztan dan Belonja Dzerzh
mgka sesual uraier~uraian dimuka digunakan sebagai dasar huloum Jarzg melane

dasi Pola Pembangunan Toarah  tizp keli wntuk waktu 5 tahun j

Hengenai Polz Doszr Pembangunan iueoran sesuazi pula dengen uruizn pe -
nyusunen Pedoman Fola Pembangunsn Nzsiorzl disusun dalam 2 (duz) ksl ompoke—

materi yaitu :

ae Pola Umum Pembangunsn Dacrah ;



. Pola Umam Pembangunan Lime Tahun yang berisi pokol—pokok Pola Perbangus—
an Daerah sebagai integrasi pemikiran dan perencenzan Pembangunen di-
Daerah cleh Femeriniah Deerzh maupun oleh Insiznsi Vertikal di Deerahb,
yang beradz dibewah koordinasi Kepalz Wilzyzh sesual dengan Undang-undang

Nomer 5 talun 1974 ;

12) Desar pemikdiran bzhwa Pola Desar Pembangunan Zaerazh diatur dengen Fers —

2. Feraiviran Dserzh sdzlab produk hukem fertincs 4 Dasrah yang ditetapican
cleh Kepala Dzerah verszne-same Dewan Pe—szitlzn Rakyai Daerak (pasal 38

- - - 1
e Ay ey e e ey - [ty
WNZENg=Unooms OmeT o Y- Kby ‘I. e 4} ;

R, e s : . . .
S, nereca Lzeran afzlek zul: Seorangtzp ¥

— - : T LTS it Ty -t —— - o — -
c. Zepala Dzerzh sstzgel Hepslz Hilayah mempunysl Tugas dzn wewemang anitars

laix nengkocerdinagikar pemianguren yai{l recbenguman yans diselenggars ~

2n oleh Temeriniah Teerzh maupun oleh Inetznai Yertikal &l Daerah (Pe -

de Dew=2n Perwaitilan Rakyat Imerzh mempunyai besnjiiber anisrs lzin (:'as:-.l 30
sub b, ¢ dan & Undang-undang licmer 5 fahun 574)

G.}s Melaleanaksn geczra konsekwen Garis-gzz—is Besar Haluzn ¥egzre

de 2« LDersamz-szma lepala Dasrab penyusun TFarziuran Ieersh uratk lLepen -
tingan Dasrah dalam vatas—batas weweneng yeng diserzhkan kepada lze
rah afan zniuk melzksenskarn Perzivran per-Undang-undarzen yang pe —

loitgenzonnys dhatugesken kepadz Deerzh

Ce 3o hemperhaiikzn aspiresi dan mexmjuitan Tingiet kehidvpzn rakysl yexrg

Perziuran Inerzh janiang Folza Dasar Fempansursr  lmorgh

- . er o R .. - L. . cm .
N " inn " Doavy mad - Y tn -
iz delzm rangi memenuhi fumgsi Hepzlz Taerah dolnn menjalamicew hak, evwe-
= f=
.

g = T = - T
lzm pasal 30 Undomsundang Homer
—vy 3 5 n) pyrse i T ey
waangsrar dalan Teniill Feraiuran Iaer

menvenan pola Izsar Fembangunan lne:
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15) Selzin alosaz—alasen formil tersebui dimuka, terdapat beberzpz zlasan la
in dalam rengka aspek hiikum penetzpan Fola Desar Pembangunon IDmerah —
denzan Peraturan Deerzh yaitu babwa dengen peretapan suwaiu creduk dengan

Peraturan Jasrzh aksn membawe konscelwensi antara lzain :

"

J

de gpzret Pemeriniah yang sda di Tserak menjadi terikszid kepzds Polz Da -~
sar Pembangunan Daerah  sebzgzi hukum bcordinasi pemiliran dan pe -
rencanzen xekhi jaksanzan Femtenganon regional sebogeimena dikehendald—
cleh Ketetapan lajelis Permusyaszrztan Rekyzd Republik Indonesiz Ho —
mer IE/?E—"R/T983 3

Y. longikat masyaraket yang ade dikoiez Surzbsyez unituk secara bersana sae
mz berpartisipasi ierhadsp pelckscma Fembanginan Igerah sebogai ta
glon Pembangunan lasional yang keberhasilannya iergantung pads partie
sinasi seluruh rekyai seria pads silizp menial, iekad den semazngel, ke

2t Ipdonesia sehagaimara disebut ds —

lzm Detetzpan Hajelis FPermusyazwrraian Rokyat Republik Indonesia Nomor

Ce dpawpilz Geris-—garis 3Zesar Hzlusn Negere merupakan perbyoiaan adten Kew
puzusan Politlk yang telakh menjadi ketetavan liasiecnzl, nmaka Pela Da —
sar Pembangunan Daerab  im berfurgsi juge sebagali vernyatazn dan -
¥epulusan politik, sebagai kristzlisasi kehendek dari Pemeriniah dane
masysrakat Surabsya, teniang daszr—dasar Tembengunan yang aksn dilake

sanzkan didelam PELITA IV
2+ liateri Polz Dasar Pembangunsn Iaerah ;

Pemtangunan &i Daersah bersifail menduoimng dan berintegrasi denzan Pem—
bangenen Hasjonal, artinya tidak sde penghoiak~kotakarn ieniang kekhnsusan wa
wak dori suaiu sekior pembengumsn, maupun suaiu jenis Fembangunan Iasional,
pada hakekainya hanya dikenal zziu pembangunan yakni Pembangunan ligsional. e
rgan derikizn Pembangunan Daer2h adalzh “agian dari Pembangunmen llesional, -
perbedzan yang ada hanyalah dalam erii sumber pembeayazrnya aken teizri da -
lam arti fungsi, sasaran dan pricriiasnys adelzh same, semuanya mengerzh pa-
ds usaha mensejahierakan kebidupan bangoa dzn memakmurkan kebidupan masyara—
kay didalam wadah Negara Kesaiuan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-un-
dzng Dasar 1945.

Hengenai prioriias dan arah serita kebi jaksanaan pembangonon selaras —
dengan hal~hal yeng fundamentil digarisksn didalam Garis—garis Besar Haluan-
Negera. Penjabarannya didelam sasarzn Pembengunzn hidang dan sektor diperin-
ci sesuzi dengan kondisi pengembangamnya di Jawa Timur. Pelaksanasn Femba -
ngunan dalam PELITA IV termasuk pula yang menjadi arah Pola Desar Pembangun
an Daerah ini harus tetap didasarkan atas kebi jaksamaan yang berlandaskan
kepada TRILOGI Pembangunan PANCA KRIDA Kebinet Pembengunan IV,



Azas pemeratsan melzlui 8 {delapan) jalur perlu ditetapkan sesuai
depgan wavak pembangunan ¥asional yang berlandaskan pada Pancasila dan
Undang-undane Dasar 1945 yang menjedi pulz lerdasan dan mengisi uosur-un

sur Galam Pola Dasar fembangunan Daerah .

Pokok-pokek materi dalam Polz Dasar Pembangunan XHaerah yang —

meliputi 18 sektor dapat diurzikan sebagai berikut
1) Sekitor Pertanian das Pengairzn :

Pembangunan disekior pertanian, peternakan, perikanan dan pengairan -
bervugas uotuk

a. keningkatkan produksi pangan memju swasembada karbohidrat seksli—
gus meningkatkan pernyediasr kebuvvhan akan protein, lemak dan viia
mizn ;

B

bs emperbaiki tingkst hidup peiani denzan meni stkan pendapatan pe
£ 12 ) P I

vani dengan nemperbaiki lmalitas dan knarmtitas lahasn milik petani;

Cy Memanfaatkan darn memelinara sumber daya alzm seria memelihara dan
memperbaiki lingwungan hidup ;

de Buian.cml':upi kebutuhan pangan bagi magyarakat berarti harns disertai-
depgan pemanfaalan harga pangan dalam Tingkal yang menguntungkan —
petani produsen dan dilain pihak harus ier jangksu oleh masyarakat—

serta bersifal meningkatkan zizi ;

e, Meningkatkan unsur pendukung pembangunan artara lain perkoperasian-
yang dikeaitkan dengan perirediian, penyediaan saprodd, pengolzshan-
rroduksi dan pemasaran hasil produksi ;

f. Memagyasrskatkan ergzacisasi pemakaian air, dengan mengembangican pe

ngetirapan uehnologi yang tepat gunz dibertuk Kontzk Tani.
2) Sektor Industri :

a, Qaris—garis Besar Heluan Fegzra menysiakan bahwa salah satn tujuen
Jangka panjang dari pembangunan Nasional kita adalsh mengubah seca
re fundamenti]l strukiwr ekoromi Indonesia, sehingga produksi Nasio
nal dilunar sektor pertanian aken merupakan bagian yang semskin be
sar dan akhirnya industri zkan menjadi tulang punggung ekonomi, di
lain pihak Lagi bagian penduduk yang bergersk disektor non pertaoi
an bertambah dar komposisi ekspor Indoresia akar semakin dbanysic -
terdiri dari bahan-bahan yang telah diolah dan barang-barang jadi.
Jawa Timur mempunyai kewajiban untuk mendittung strategi dasar ter
sebut karens itu Polz Dasar Pembangunan Daerah gdalam FRLITA IV
meletakkan peranan pembangunan sektor industri sebagai sektor yasgz
sangal pext ing,



be

Ce

de
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Earus disadari bahwa pembangunan sektor indusiri tidzk dapat dipi
sahkan dari pembengunan sektor-sextor lazinnyz, dslam huoungan ini

reranan seictor industri sdalsh :

o

« 1. memerlukan kesempsian kar js ;

b. 2. mangrasilikan barans-barang yang diperlukan masyaraksi, dan

selctor pembangunan lainrya ;

De 3. menghesilken devisa melzluni ekspor hasil indnstri dong meng
hemat devisa malalui produksi tarangebarang yang aingga ki
ni diimpor.

ddzizh kenyaziazn bahaz pexnbangunan industiri baru bamyak cardsrung

berpusat dikoia-xoiz besar hal ini diszebabkan karena industri-in-

fustiri terseout sebzzgian besar masih bercriertasi pada pasaran,da

lem PELITA IV us2hz untuk penyebarsn pembdangunan indusiri akan di

pernaiilkan dar dit ingkaikar.

Didalam hubdungan ini masslah linglunzan hidup dap kemungkinan-ke-

mungicinan pencemaran udara, air, fansh serta akibat-aiibal sampirng

an lainnyez perlu diperhsztikxen dan dihindarkan sejsuh mungkin, per
wilayahap industri merupskan szlah satu cara umuk memperkecil ke

mungXinan-kemurgicinan akibat semping yanz timbul Adszi adanya in-
dusirisiisasi.
Disampirg iin perwilayah industri juze bermaksud uniuk menskan -

biaya sroduksi karens sdanys dDengadaan sarana seperti lisitrik, ja

H

inzsn 1ielepon, Jeringzn jelan, sir iandustri mpupun air minum da

pat ditanggung bergema, dilain pinsk lzgi dapat dizdakan pembina~

¥

an bersama, bamtu membantn dalam proses pertumbuhan indusirvil

Pengembangan industri kecil 4i Surabsyz mendapat tempstfprioritas
yang tinggi, yang peniing adalsh molivesi serta peneracgan  aken
ajanya Tasilitas yang disediskan oleh Pemerintsh,

Fengusana kecil harus memiliki keyakinan fentang guna marfazt fa
silitas tersebul bazi usahenya seriz keumtunzan yanz dapst giha =
rapkanty a. Untul membanmtw industri Xecil memperkuat kedudukanmys-
dalam memasarkan hasil produksinya akan dianjurkan dalam memasar-
kan hasil preduksinys supaya dibentuk badan-badan atau organisssi
kerja sama seperti koperasi, melalui bedan ini fungzsi vpemssaran —
akan dapai lebih efisien dilaksangkar, masalzh pemasarsn akan di
ugshakan agar indusiri kecil dapst menghasilkan barang-barang -
yang diperlukan oleh irdustri besar ataupun menengah.

¥agalah pemilihan tehnologi yang tepat merupakan pula maszlah la
in yang dirasskan oleh industri kecil, peneliiian mengenai hal =
ini perlu disdskan, sehingga ada keselarasan aotara fakior padat
karya dengan meningkatian produktivitas usaha. Masalah lain yang-
perlu disebutkan adalah kurangnya keahlian dan ketrampilan dalam
memimpin perusahaan, dalam hubungan ini dalam Pola Dasar dinyata-
kan perlu latihan-latihan untuk meningkatkan kemampuan tehnologi

maupun management pzra papguesasha inrdustri kecil kita.
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Fenzerai masalad proteksi terkazdap hasil-hasil produkksi dzlam negeri me
rupaican faktor pemting dalam pengemvangan indusiri kecil dan menengah —

dan 2a%an diusanakan sgar uszna proteksi ini lebih terasakan lagi,
3) Sektor Pertambangan dan Bnergi :
a. Sektor Fertambangan :

Fertambangan pada hakekatnyz merupekan penggalian sumber alzm
Jarz vidak dapat diperbabzrui loagi, dazn hsrus dilakganakzn secara te

1iti 3d3n semzisimal mungkin unbuk kepertingen Hasional.
Qe Selttor Energi @

remanlasgian enerzi éi dalam fola Dasar lsbiz vamyak disoroti-

;cada sumber=-sumter energi yang dspat di; anzitzu olek kemampuan  daya
]

4) Sexior Ferhubungan dan Fariwissta @
a. Feraubungan !

Sarang-sarana peraubungsn didslem Folz Dagzr ini melipufi sarana pe=-
ngairan, saranz perhubungan baik darzt, laut meupun udara, sarznz me
terologi dan geofisika, ielekomunikasi dan pos dan giro. Iengan ber
fungsinya sgranz~sarana ini Serarti dapst mendultung pembangunan bi-
dang ekonomi, mzupun bidanz sogial politilk dan Eankar. Qleh karena —
itu pembangunar serana perhubungan iersedut perlu ditingkstkan dalam
arti knartitas maupun kualitgtif sesuai denzan fungsinya sebazzi fung
si pelgyanan dan fungsi pengukung bidang dan sektor lzinmya.

be Fariwiseta :

Koi2 Sursbaya disamping merupexamno kotz yang mempunyai obyek wisata -
sendiri yang dapat melgundang para wisatawan dengar adanya +tempat -
tempat rekreasi sntare l2in Xebun 3inztang, Pentai Xenjeran, Taman -
Hivuran Rakyst (TER) dan lain sebagzinya serts tempat atau gedung -
gedunz berse jarzh, monumen-monumen per juangan juga merupakan pintu
gerbang trangit bagi wissiawan-wisztawan didaersh-daerah l2in diluar
atau digekitar kota Sursbaya.

Guna tercapainya Pembarzgunan disektor tersebut perlu diadalkan pening
katan sarama perhubungan bzik darat, laut dan udaras.

5) Seictor Ferdagangan dan Koperasi :
&, Perdagangan :

Didalem pembangunan ekonomi, perdagangan memegang peranan pemiing di
tinjau dari segi wsaha pemeliharaan kestabilan hargs bahan pokok dan
peningicat an penerimaan negara.
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Didalam Tolz Dasar ini fungsi perdagenzan lebih diarzhizan kezada ussha pem
binaan penzusana lemsh, kelansaren lzlu lintas, pegyediaan Darang-ovarsng -~
ketuiuhan poitok senari-hari denzarn penyebdaran yang mersis, dengar hasil -
5t8bil dan verJsngkau olsh raky=i banyak.

Langiken kebijaksansgan yang akan dismpil diseltior ind adalah menunjangs usa-

ha peringksian produksi, peringicztan partisipesi kegiaian masyarzkat dida

lam perekornomizn serta pesmerstasn pandaps

duk domestilt regional oruts, diszaping meningxztican keikal serssan masyare

b
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iidalam kegiatan skonomi 31

Pasal 33 Undang-undang Daszr 1345 manystakan bzhwa Yoperasi mempunyai pe=-

81—

ln}

ranan penting didalam pembangunan Indonesiz sebagzi wahana untuk menc
tujuan liasional yakni masyarakst 24i) melomur verdasarkan Pancesilz. Caris-

garis Deser ZFazlusn I

am kegiazivan Koperasi agar nampu msmainkzn peranan yang sesungguirya dida -

lam <ata ekoromi Indoresia,

Pungsi lzin dari pada XKoperasi zdalsh sebagzi alzt umiuk memecankan ketidak
selarasan didalam masyarskai yaiiu sebsgal orgenisasi dari mesysrzkat ge-

lengan exonomi lemah, Fenekanan zitan pendingnyz pembzngunan sekior Xopers—

o
si di Bursbsys, Kiususnyz YUD/USU merupakan satu xeharusen uniuk melaksana
Xan desar—-dasar demokrasi ekoromi dimana persznan actif didelam kegistan -
ekepomi agar dilakuksn cleh masyzrakei, yazg berarii pelaksanazn pemeraia-
ar beban da2n hasil pembangunan sesual dengan rasa kelemzhan-kelesmahan dan
kekurangan-kxelrurangan yang perngh cialsmi sebelunnys dalam membanzvun Kope-

ragi di Surabzyaz harus ditizdaxsn.
6) Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi @

Surabaya dengan jumlash penduduk yang besar pada giliranmya akan dihadapi de-
nzan masalzh tenaga kerja didalam kaitanrya dengar kesempatan kerja, maka fak
tor kesempztan kerja akzn selalu diletakkan pada setiazp program pembangunan,
perluasan kesempztan kerja merupakan masalab mendeszk yang dihadapi didalam-
FELITA IV pemecahan ierhadap mesalszh ini akan bererii memperluas lapisan yang
serta produktif ikut serta didalam psmbangunan, yang pada akhjirnya akan ber -
arti makin luasnya lapisan masyarakat yang ikut berianggunsz jawab didalam pem
bangunan, Perlu diperhatilan bahws ada tiga spekirum ketenzga kerjsan di Sura
baya yapg menandai kekhususannya :
8. Adanya sifuasi kelebihan iensga ker ja, yang secara strukiuril disebabkan -
pertambshan penduduk yang $inggi, dan situssi ekonomi yang sedang berkem -

bang.



7)

8)

b. Adarnya hambatan dipasaran tenaga kerja disebabkan karena ketidak sesuai

an amtarz kebuiuhan temags kerja denzan kualifikasi yang diperlukan

-

e Terdapzinyz syarai kerja dan kerdisi kerja yang kurang wajar ;

Ketiga hal distas mendorong kita uvnink secara konsepsionil mengerahkan pro

gran—program ketenage ksr jsan dengan usaba-usgha !
a. Peningitgian keselzmsiar kerja ;

©. Banwe tingkat upah dan jeminean hari {ua perlu diserasikan denzan usahaw

meningkatkan kesempatan ker js produictif sevesar mungkin ;

¢e Pembinaan sarikat burun daz orzsnisasi profesi lainnys didbidang produk-
si perlu diarahkan untuk menunjeng perkembangan hubungsn kerja yang se
hat dan sarana karjs yapg mendorong peningksaian produksi dan perluasan—

kesempai an ker ja.
Sekitor Pembangunegr Dasrap @

Fenvbanguner di Deeren meliputi semue kegizian Pembangunean yang zda di Dee
ran, yang berlokasi di Daerah, baik pembangunan sektorat maupun pembangun-
an daerash sendiri, Dzlam h1al ini yang 2kan ditonjelkan adalah masalah $ata
ruang didalam perencanaan pembangunan, apakzh pembengunan sekiorazl memberi
kan pengaruh langsung kepada pengaturan tzta ruang didalam wilayazh yang -
bersangkut an, Pembangunan wilayah lain harus dapai memberikan hasil yang--
seting=i~fincginyes kenads pembangunan sekiorsl ferssbut.

Tata ruang didaerzh pemukimazn agar mengut amakan pengaiuran pemukiman wntuk
dihuni kelompok masyarakat yang berpesngnasilan rendash, sebab kota setiap -
sazt selaln harus mempersiapkan diri uniuvk menerima akibai dari urbanisasi,
perkampungan merupakan tempat penghuni yang paling memungkirkan untuk pen
datang-pendatang dari lusr kota. Perbaikan kampunz akan berarti meratskan-
hasil pembsngunan. Pembanguman desa agar diarshkan untuvk meningkatkan desa
swadgya menjadi desa swakarya dan selanjuitnya dikembangksn lebih lanjut se
bagai desa swasembada dengan melalui proses kegotong-royongan.

Tanpa kegotong-royongan maka pembangunan desa akan kehilangan ciri khasnya
dan akan menjurus kepada pembangunan sekior, bukan pembangunan masyarakzi-
de sa.

Sekior Agama :

Garis-garis Besar Heluan Negara menystakan babwe didalsm PELITA IV sebagai
kelanjutan dan peningkatan dari PELIPA III akan diperluas kegiatan-kegiatan
pembangunan diberbagai bidang dan zkan diberikan perhatian yang lehih men
dalam kepada peningkatan kese jahteraan rakyat., pembagian pendapstan yang -
makin merata dan perluasan ker ja, Bidang Agama dan Kepercayraan Terhadap Tu
han Yang Maha Esa dan Sosial Budaya merupakan bidang yang berada diwilayah
pengertian Kase jabteraan Rakyat,
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Didalam Polz Dasar ini mencaiup sekbtor-sekior : Agsma, Kepercaysan terhzdep
Tuhan < ang maha 3Isa, Kebudayzan, Pendidikan Ilm Fenseiasuan, tehnologi dan
penelilian, Xesehsian, Kepenaudukan dan Xeluarga Berzncana, Perumanan, Tene
rasi imda dan Peranan Haniiz jan Pembangunan 3&'—.:'.5‘3;;

Sevagai Yegara Pencesils meka penghaysvan dari Sils Ke~Tunanan Yanz—
Mana Ege dicdalem masyzrakezt diwunjudkean didslam bentuk kerulunan hidup bera
EeMmSa
Surstgys menyadari balus usanz-usana temdangunsn itu kzit mengaik dengan se
mua aspek kenidupan manusis, berhzsil dan ideknya pembangunan derkisar pa
da mamisiz seriz nilei-niizi yang dipegangrnya. Didzlam bubungan ind fakior-
agamg memsgang peransh perming, demikiar pules terhadap Tuaan Yang Maha Ssa.
iiengenal Agama setagai fakior yang pemiing danp sebagian dalam rang-
Xa pembangunar ¢i Dzerszh 2ian diduiip poltok—pokok pernsgazsan dalam Garisegs—

ris Sesar Hzluan Negare (Xetetapan ¥PR Nomor II/¥52/1983) sebagai berilut :

2. Kehidupan berageme adalzh selzras dengsn psngnaystan dan pengemalan Fan
casila ;

b, XYeuzldupan keagamaan makin dikembangkan sehingze tervina hidup rukun dian
tara sesamz umgs veragamz dalam usaha memparkokoh kasaiuan dan persstuan

Bangsa dar meningicaikan uniuk bersams-sama membatzura masyarakat

Ge Xehidupan keagamasan harus semakin diamalkan baik ¢idalam kebidupan priba

di maupun sosial magyarzkat

d. Diuszhaikan penambah sarans—-sarana yang diperiuikan bagi pengembangan kehi

dupan keagamaan ;

€. Uszhs-uszhz umiuk meningkaikar pelayanan pemnaian ibadah haji bagi umat

Islam, sesuai dengan kemampuan nasyarakat

Sekivor XKebudagyaarn Nasional dan Xepercayaan terhadep Tunan Yang Maha Ega, -

Pendidikan dan Qenerasi Muza :
3. Kebudayzan Nasional :

(1) Sektor Kebudayaan Nasionzl merupakan induk dari padas kebuiayaan di-
Baersh yang harus dibina dan dikembangkan dengan berlandaskan pada

penerapan nilai-rilaj kepribadian bangsa yzitu Fancasila i

(2) Dengan dikembangkannya kebudayaan daerah yang berkepribadian Nasio —
nal sekaligus dapet dilangzulangi pengerth kebudgyass asing yang =ne
gatif dan menyaring/menyerap nilai~nilai budays baik dari dalam mau—
pun dari luar yang positif bagi proses pembangunan bangsa ;

be Kepercayaar terhadap Ketuharnan Tang Maha Hge @
(1) Pentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Haha Zsa dalam kenysbaannya —
memang merupakan bagizan dari kebudsysan Naesionz]l kiia

(2) Repercayaan terhadap Tuhan Yang Mzha Esa adalah kenystaan budaya yang
hidup dan dihagyati oleh sebagien bangsa kita (Indonesia), dan merupa—
kan warisan dan kekzyaan rokhaniah rakyat kita Indonesia ;



Ce

de

(3) 7o

(4)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

erkembangan Xepercayaan-xspercayasn tersetut Jjangan sampal mengarzh ke

nada pembaniukan agsma baru

Pambipaan kapercgyean terhadsp Tuhzn Yang laha Zsa hartus disrshkan peda
pemtirnagan budi luiur Barngsa kitz (Indonesia) yangz jelas tercakup pembi-
nsan sikap fagwe fsraadszp Tunen Yang Mahs Bsa dan rase normat terhadap—

Agama yakg diamt sara kspsrczyasn terhadap Tuhsan Yang Maha msa;

Felaicsanzan pendiilken Nsgionzl berdasaricer Pancesilka melalui sekolzh—
zulsi dz-i Teman Xenhan~Xansk gampel dernzan Pergurunar Tinggi baik Tegerd
rmizupun swaztz serts pendigikan dilusr sskolan baik dilingkungan masyarz

Tat mzupun filingioingan kalusrze merapsikar proses pembangunzhl negare —

Einie

Pembanguran digelficr pendidiken didasarkan zias landasan falsafan Fanca

i

sils uniuk membeniuk mamusiz—manusia pembzrsuran yarz berpancasile, mer
beriuk mamusiz Indenesis yang senal »ekhani dan jasmaninyz, memiliki ge
nzetanuan ian keitrampilan, dspcst mengembvangkan krestiviias dazn targsunz
jawsb, dapat mernyubvurkan sikap demoirasi dsn penuh ifenggang rasa, dzpat
mengemoangkan keoerdasan yzang tingzi dan disertai budi pekerti yarng Iin

hur, menciniai vangsanya dan mencimiai sesema mamasia dengzn keteriuao-
yarng wermakiib didalem Undanz—undarg Dasar 1945 7

3anwa pendidikan menjadi tangzunzg Jawad keluarga, masyarakat dan Peme —
rimtan j

Urtuk mencazpal tujuan Ttendidiken, kurihulum disemus {ingkat pendidikan,
baik negzri maupun swasia harus berisikan pendidikasn moral Pencasila -~
dzn ungur-unsur ysoz cuiup umiuk mensruskar jiwe don pilai~nilazi 1945.
Demikian juga pendidikern 2gamz dimasukkan didzlam kurilalum j

Perluasan kesempaian kerjz merupakan sasaran penyusunan program pendi —
dikan ;

Trilharma Perguruan Tinggi merupakan dharma yang diikuti dalam pembane-

unar Ferguruar Tingzi.

Generasi Mada :

Pembinsan generasi mude diarahkan agar mereka dapst menjadi penggsmi i/pene-—

s generasi yapg lebih baik lebibh bertargzung jawab, dan lebih mampu meng—

isi dar membina kemerdekaan bangsa. Masalsh yang sering dintarskan mengerai

pembinaan Generasi Muda ini adalah dirasakems ada jurang Generasi dan ju~
rang RKomunikasi serta terbatasmya fasilitas pendidikan dan kesempatan kerja,

Yang kesemuanya itu dapat menimbulkan keraguemaguar terhadap masa depannya.
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Headasn demikien injlzh yang mendasari penyusnmean Kebi jaisansan pembinssn
Cenerasi Huda di Surabaeysz.

Pola Dasar berusahz menterikan daser pemikiran teniarng perznan sekior ter
seout didalzm pembanguran manusia Indonesis seuiuninya, dan karenanya me—

nempatian sekior iersebut sebagai sekitor yang verlt mendapstian perhatian,

10) Sekior Iessheian, resejzhierzan Sesizl, Feranan ileni<a
2 o b} ¥

Zependudukan dar Heluarge Zerencanz

Didzlzm rangke mensejzniersicen Zehiduser ul:za ool Ziittor kesehatan -
da;
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g getizp Wargs legerz gunez memperocleh dsrzjis

cdzlam rengka mencapal keadilan scaial

Delam F3LITY IV Giusahzkanm uniuk menyeciasken nelayznan yang lebih melum.
es dan lebik merzia dan terjengkau olek kemampuzn ralgrat.
Fasalak pemeliharszen Hesehatan Rakyst ditingkstien dalam rangks pemupuk

an tenage Xerjz sebezei fakitor produiksi didalam pember

ngunal

0'[

P‘

Peraran ani tr

Peranan Wanive calam pembangunan dan pembinsan bangsz hervs mendspatkan
tempainya sevagal sesame eksponen pembangunan karens wanita juga merupa
kzn subyek dalam arenz percaturan pembangumen digmans hasil pembangunen-
menmberikan pengarul kevada perlakian dan pandangan siatus wanita dida-
lem masyarekst dzn dijzlem kehidupan beruman tangze ;

c. Eependudukan dan Helusrsza Berencana

Sekior Kependnduksn don Keluarga Berencana dalem PELITA IV.

Pertambahan penduduk yang itidzk ferkerdalikan akan menyerap hzsil-hasil
pembangunan yang seharusnya dapat berfungsi sevagai falktor percepatan -
pertuwabuhian ekonomi. Penerszngar dar pendidikan FependuZuican perlu terus
disebar luaskan,

11) Sektor Perumzhan Rakyet dan Pemukiman :

Didalam PELITA IV segeris dengen uszhs untuk meningkstken kesejahteraan ma
syarakai make pembangunsn pertmzhan menempati wruian prioriizs program yang
diutamaken, Perumahan disemping merupakan ketutuhar pokok, sangat penting-
pula artinya didalem memingkatkan s{abilitas scsizl, dinemilka dan produki
vita s kerja. Xarenanyas masalah perumahan apahila dapat dipecabkan sebeik—
baiknya akan memberikan pengaruh positif terhadap proses pembangnnan pada
umimnya2. Perumahen jugs merupaksn hidang uszhe produlsi yang menyerzp be-
hyak itenaga kerja dan memtuka Secara luas pasaran hosil industri bergunan.,



12)

13)

Sektor Inikvm 3

Dalam Fideto Xenegarzan Presiden Republik Indonesia {anggal 16 dgustus 1578
ditegaskar antara lain jalur pemerstaan kesempztan untur mempercleh keadil-
an sebagai langksh dan kegisizn pembangunan dalam rangks azas pemerztazn me
mju terciptanys keadilan sesial, jslur fersebui merupskazn pensgasan menge-
nzi psmbanzunar bidsps hulmakm, dencen pokek-Dokok sebagai berikub

a. Twrmeulan hatl zureni yang $1idsk adz hembi~hemtinya izlah terwujudrya ke—

adilen, Xhuswyz dilssangsc hulum g

L. Pemerziasan kesempsian memperolsh kesdilsn dilz2pangan huikum jugae harus 4i

s
5
&
Lu]

gZas pelaiisanzarnys 3

c. Perlu diadekar perziuwran-persivran hukum dan penerbiian-pererbitan hulum

a1 dsersh stzs akibal bhukum yang timdbul dalam pelak—

c,.
i
g
H.
m
%]
[
L]
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9.
el
{0
H |
m
H
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sanazn Juges-iuzas Femeriniash Dasrzh

dastuan Zukum g

ri
]

2« Pelaksanczan aukum yang teges yang dikenakan terhadap si pelangear.

Dengan demirian maka pembzrgurnsn bideng hukum merupakas pulz bagisn penting
dalam kerangkas pembznzunan Fasiomel. D=lam rangka memun jang sasaran pem -
bangunan huium tersetart dimuks, maka dalam Fola Dasar Pembangunan  Daere
rah divegaskan aspek pembangurnen hukum terutamz yers dilakrdaskan Kepada Un
dang~undang lomor 5 tahun 1974, yang dilaksensken cleh aparat Femeririzh —
di Deerzh den Puszt maupurn Instansi Xepolisier dan Xejaksaan di Surabgya —
yang secara rungsionil beriugas dalam bidang pembinasn dan penegakan ter -
Tib huium, sertz yeng dilaksenatan eleh mamyarakst sesnai dergan Yesadaren
hukum yang dimilikinya.

Sektor X=azmanzn dan Fziertiban Masyarakat :

Keamanan dan kstertiben masyarakat di Daersh didalam sektor ini Feng pebe
ting sdalzh uszha uniuk memberiken dorongarn dan motivasi bahwa masalsh ke
amaran dan ketertiban bukan semzia—meta masalshnysz aperat kesmenan dan ke
tertiban akan tetapi adalab tangzung jawab bersama emiara masyaraczt dan-
aparst keamanan. Dengan demikian perlu dibexmtuk Satuan Tugas Periahanan 5i
pil pada tisp~tiap Kelurahan dengen pimpinen Kepala Kelurahan, karena aki~
bat- tidak stacilnya keamanan akan dirassaskan oleh magyarakat sendiri dan -
member ikan pengaruh kepada semua Taktor dari pada kshidvpan, maka perlu te
rus mensrus dijekarkan menjadi tangguny jawab kita bersama.
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16)

17)
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Selcyor Fenerangan Pers dan ¥omunikasi Rakyai :

eltatnya berkasilmys usana pembangunzrn Hasional terganiurng pada

rakysi

Pada hat
tanggopan, pengertisn, kesadarasn, keierlibatan dan parfisipasi

dalzm meryambui isniangan pembongunan serta secaraz positif gune mersta
¥Xan jalsn bagil generasi berdasgrikan Fancasila. Dalap hubungan ini pe-

rahan sekior penerangan dan pers adalzh sangal besar, khususpya dida -

lam rembermiult pendasal umur dan menyslurkan rendapat masgyarzkat.
remcinaan pers daerah diarshkan kepads pembinasn pers yang bebas dan-
bertansmins jawabe.

Sekxtor Ilmu Pengeilanuan, Tehnclogi dan Pereliitian

dengensi maslan Ilmn Fengztiahuan, tehmlcgi dan penelitian culten jelas

tidak
Jdparatur Femerintan

Didaizm pembarnsunan sekuor apareaiur pemerimean yanz peubting adalizh use

ha untuk membdina, merysempurrnakan dan meneriibkannys secarz ierus mene-

ris agar bensr-benar berfunssi melzyani masyarskat secara

-~ verdaya guns

~ berpasil guns
bersih
berwibaws

peman pengabdian kepada tugasnya dan berwaitak dan btermertal tingei

Type ideal dari gembaran aparatur pemerimizh yang demikian ini perly -~

dinszhaktzn terwujudnya secars bertahap dan terus memerus.

Seimsor Pehngembangan Dunia Usaha ¢

irra -
kevijaksenasn Nasional sebageimana telan digariskan dalam Garis~garis—
Besar Hzluan Negara adalah sektor Pembangunan Tunia Usahe baik Dunia -

Usazha Pemerimtah Daerzh mavpun dunia usgna swasta dalam rsngka me

Salah s&iu kekijsksasnasn pembansonan yang juga menunjanz tercapa

katkan partisipasi maupun peran seriz mesysrakal dibidans pembangunan-
di Deerah.

Usaha kearahr itu antara lain dapat dengan

2. Penyediaan berbagai kemudashan yang diperlukan Galam pengembangan dunia

usaha dan kerja sama antara Perusanaan-perusahaar baik perusszhaan ~
Nagional sampai dengan perusahaarn-perusahaan Dzerzh bersams—sama de
ngan Dunia Usaha dap Koperasi ;
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dan kecil sertz Xcperasi yang saling menunjang dan meng

C. hghingtatkzn &

kan bamumn kredii deng

Sars:r ;av-anc/”a... ilita

-

de Kebijeksanasn i
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S3ar2

gumoer 2lam dan lingicungan

la2lu diusshakan 2gar tidak
deeranr didalam ms

tar daerah,

PERI=ZLAS SN PASAL DENT PASAL

Pasal 1 sampzi densen pasal T

nia usana golongan ek

=
s

zeran sesgual dengen
Sektor Pengelolaan Sumper Alam dan Lingkunzan

ini a4

nangani pembanzunan nfarmeoinis ambar seldor dan

Kerja sama yenz zerasi =zntare Dadan-badan Usanz bessr; mensngah

PN -

onomi lamzh dengan memberi-

reprzi-gyeras rincan dan memperikan -

memagal ;

perusanaan-peri-

2salanan yanz adas

n Hdidup

tlsk pemeliharaan kelestarizan dari
aidurs ketepatan perencanzan 2kan baryalk
masalan kelestarian ini, karena akan se
selkior atan

timbul egoism egoisme -~

all

akan menjamin kalesisrian dimaksuda

; Gukups jelas.



